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Jalan merupakan infrastuktur yang mempunyai peranan yang besar dalam 
kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan 
unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk 
mengembangan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Jalan 
menghubungkan satu daerah kedaerah yang lainnya, hal ini akan sangat 
mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kerusakan jalan yang 
terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan 
kerugian yang diderita sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya 
waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Peran 
jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan. Jalan yang rusak juga dapat 
meningkatkan terjadinya rawan kecelakaan, apa lagi saat hujan turun saat jalan 
rusak yang berlubang digenangi air maka pengguna jalan tidak dapat melihat jalan 
yang berlubang itu. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana semestinya, 
pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peran Pemerintah Daerah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam 
perbaikan jalan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan 
Maringgai Kabupaten Lampung Timur? Dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah 
terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa 
Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?. 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Dilihat dari 
sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis 
yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. penelitian data dan 
informasi bersumber dari lapangan. Hasil penelitian ini menggungkapkan bahwa 
kondisi jalan yang rusak parah memperlihatkan kurangnya mendapat perhatian 
dari pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pemerintah yang berwenang dalam 
hal pemeliharaan jalan. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ataupun 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang tidak bisa semua 
diperbaiki ataupun dipelihara karena melihat dari anggaran yang diberikan 
pemerintah daerah hanya untuk beberapa jalan yang diputuskan dan di 
prioritaskan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang harus diperbaiki dan 
dipelihara. Pemerintah dalam hal al-sult{ah al-tanfi>>z}|iyyah sebagai pelaksana 
ketetapan hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang 
(Siya>sah Dustu>riyyah ). Berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam 
perbaikan jalan rusak Al-Quran membicarakan tentang amanat yang mana 
pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya 
berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah 
tidak boleh menghianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya dan harus 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan judul. Sebelum peneliti mengadakan pembahasan lebih 
lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 
pengertian judul. 
Penelitian ini berjudul "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam 
Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siya>sah (Studi di Desa Muara 
Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)". 
Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut. 
Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 
pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk, 
hal yang telah disepakati.
1
 
Peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebgai 
pemain, proses, cara perbuatan memerankan.
2
 
Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, 
yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif 
dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lainnya untuk dan atas nama 
                                                             
1
Depatemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa,(Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529. 
2




 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. 
Pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jalan yaitu Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan 
dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
 Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dimaksud disini yaitu PUPR 
Kabupaten Lampung Timur. 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas 
permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas 
permukaan  air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan-jalan kabel.
5
  
Secara bahasa pengertikan fiqh adalah pemahaman yang mendalam. 
Sedangkan siya>sah berarti mengatur mengurus dan memerintah, atau 
pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Fiqh siya>sah adalah bagian 
                                                             
3
 M.  Iwan Satriawan. dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, (Jakarata: PT Raja Grafindo, 
2016),  h.13. 
4
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pasal 3. 
5
 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang  Jalan, Pasal 1 Ayat 4. 
 




Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peratuan 
seperti larangan-larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh kepala 
negara atau suatu badan, oragainsi.
7
 
Labuhan Maringgai adalah nama sebuah kecamatan yang merupakan 
salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 
Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 11 desa. 
Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi 
Lampung, dan ibu kotanya adalah sukdana. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa maksud judul 
penelitian ini adalah uraian tentang bagaimana pelaksanaan peran 
pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 
Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak berdasarkan fiqh siyasah di 
Jalan Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 
Lampung Timur. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk 
membahasa judul penelitian  ini  dalam bentuk karya ilmiah, antara lain: 
1. Alasan Objektif 
a. Karena melihat jalan yang rusak parah yang dapat menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas, waktu tempuh yang lama, kemacetan dan 
                                                             
6
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.3. 
7
 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahsa Indonesia, (Jakarta: Puskata Phoenix, 
2007), h. 942. 
 
lain-lain maka dalam praktiknya peran pemerintah daerah Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 
dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, perlu diteliti 
bagaimana pemerintah daerah dalam menjalannya perannya 
memperbaiki perasarana transportasi jalan. 
b. Karena untuk meninjau peran pemerintah daerah dalam perbaikan 
jalan rusak berdasarkan aturan yang ada dengan kaca mata fiqh 
siya>sah. 
2. Alasan Subjektif 
a. Bahwa data dan literatur  yang mendukung penelitian ini cukup 
tersedia, oleh karena itu penulis yakin skripsi ini dapat selesai tepat 
pada waktunya. 
b. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan jurusan 
Siya>sah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 
sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.  
C. Latar Belakang Masalah 
Sejarah perkembangan Islam tidak hanya membahas mengenai 
peribadahan tetapi juga membahas ketatanegaraan. Fiqh siya>sah 
merupakan Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan 
dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi umat manusia.
8
 Dalam Islam juga dikenal siya>sah 
                                                             
8
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah, h.4. 
 
Syarʻiyyah  yang diartikan dengan ketentuan kebijakan pengurusan masalah 
kenegaraan yang berdasarkan syariat.
9
  
Masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhakan 
pengaturan dalam kehidupan mereka, baik bidang perundang-undangan, 
keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif dan masalah-masalah dalam 
negeri maupun internasional lainnya. 
Kajian fiqh siya>sah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang 
siya>sah dustu>riyyah (peraturan perundang-undangan), siya>sah 
ma>liyyah (ekonomi dan moneter), dan siya>sah dawliyyah (hubungan 
internasional). Dalam siyasah dikenal juga pembagian kekuasaan yaitu al-
sult}ah al-tanfi>z}|iyyah (lembaga eksekutif), al-sult}ah al-tasri>ʻiyyah 
(lembaga legislatif), dan al-sult}ah al-qad}a>ʻiyyah (lembaga yudikatif). 
Tata pemerintahan di Indonesia mempunyai landasan hukum dalam 
menjalankan pemerintahannya yaitu konstisusi atau UUD 1945 sebagai 
dasar dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menganut asas otonomi 
daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat. Asas Otonomi adalah prinsip dasar 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yaitu 
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
10
 Desentralisasi 
adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepemerintah daerah 




 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 
2012), h.  328. 
 
untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah 
tangganya sendiri. Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan 
wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat 
dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
11 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan 
pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. 
Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang penguasa pada 
bawahannnya sendiri.
12 
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta 
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 




Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan 
pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta 
pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta 
mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya. 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini 
mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 
Tentang Pemerintah Daerah telah menciptakan paradigma yang berdampak 
pada pelimpahan wewenang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
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ditingkat daerah, dalam kata ini jalan merupakan salah satu bidang yang 
didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah. 
Pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang 
diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga 
diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh menghianati amanah yang sudah 




                      
    
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu Mengetahui.” (QS.Al-Anfa>l [8] :27) 
Ayat tersebut menerangkan bahwa apapun yang telah diamanatkan 
kepada kita harus dijaga dan dipelihara karena kita dipercaya terhadap 
amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita. Begitu pun dengan 
pemerintah yang sudah diberi amanat oleh negara melalui undang-undang. 
Sudah seharusnya pemerintah menjalankan amanat tersebut sesuai dengan 
peraturan yang telah diamanatkan kepadanya. 
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 16 
ayat (1) menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten dalam 
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 




 Jalan yang berada di daerah Kuala desa Muara Gading Mas 
kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur merupakan 
kewenangan pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan jalan. Dan 
kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Lapung Timur.  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi 
kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
16
 Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan 
jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
17
 
Jalan merupakan infrastuktur yang mempunyai peranan yang besar 
dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi 
yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya 
serta lingkungan untuk mengembangan kehidupan dan memajukan 
kesejahteraan masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah 
yang lainnya, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi 
suatu daerah. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini 
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merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita 
sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang 
lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. 
Peran jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan, bayangkan 
saja jika ada seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan atau pasien 
dengan kondisi darurat sulit menjangkau rumah sakit akibat jalan yang 
rusak, maka kematian adalah resiko terburuk yang harus diterima. Jalan 
yang rusak juga dapat meningkatkan terjadinya rawan kecelakaan, apa lagi 
saat hujan turun saat jalan rusak yang berlubang digenangi air maka 
pengguna jalan tidak dapat melihat jalan yang berlubang itu. Seperti yang 
terjadi di jalan Kuala Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan 
Maringgai banyak sekali jalan berlubang-lubang, dan juga begelombang. 
Jalan Kuala desa Muara Gading Mas merupakan saran transportasi bagai 
masyarakat setempat dari gudang lelang dan pasar menuju desa-desa lain 
untuk mendistribusikan hasil laut kepada masyarakat. Jalan Kuala juga 
merupakan jalan menuju pantai yang digunakan wisatawan. 
 Jalan yang rusak dan berlubang di daerah Kuala desa Muara Gading 
Mas itu menjadi salah satu penghabat sarana trasportasi  bagi masyarakat 
setempat, wisatawan dan pedagang yang mendistribusikan hasil laut 
didaerah tersebut. Jarak jalan yang rusak di daerah Kuala Desa Muara 
Gading Mas berkisaran kurang lebih 1.250 M. Untuk terpenuhinya peranan 
jalan sebagaimana semestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban 
menyelenggarakan jalan. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan 
data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah 
yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi 
dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga 
rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini 
adalah peran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di Jalan 
Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 
Lampung Timur. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam 
perbaikan jalan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan 
Maringgai Kabupaten Lampung Timur? 
2. Bagaimana perspektif fiqh siya>sah terhadap peran Pemerintah Daerah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung 
Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas 
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur? 
F. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian: 
 
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung 
Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas 
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
b. Untuk mengetahui perspektif fiqh siya>sah terhadap Peran Pemerintah 
Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading 
Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
G. Signifikan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan dan pustaka ke Islaman, selain itu juga diharapkan hasil 
dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap 
penulis dan pembaca mengenai peran pemerintah daerah dalam 
perbaikan jalan rusak. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas 
akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
 
H. Metode Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Alasannya karena penelitian ini mengkaji tentang pelaksanan peran 
pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak yang menjadi wewenangnya 
berdasarkan riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan 
analisis, proses dan makna akan lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. 
Untuk menghasilkan gambaran yang baik  dibutuhkan serangkaian langkah 
yang sistematis, adapun langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan langsung 
pada responden.
18
 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
19
 
Peneltian deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan data 
penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin 
menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang 
implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan 
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rusak berdasarkan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
3. Sumber Data  
Penulis menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, 
sebagai pusat infomasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek  
yang diteliti.
20
 Selanjutnya data ini disebut data lansung atau data 
asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini 
diantaranya riset lapangan (field research), yaitu data tentang 
implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan 
jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah kesaksian atau data yang yang tidak 
berkaitan dengan sumber aslinya.
21
 Data sekunder adalah bahan 
yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam 
penenlitian ini yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari Al-
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 Louis Gootschik, Understanding  History,  Apiori of  Historycal terjemahan Nugroho 
Nota Sumanto,(Jakarta:  Universitas Indonesia, 1996), h. 98. 
 
Qur‟an, Hadist, kitab-kitab Fiqih, buku-buku, artikel, jurnal  dan 
literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuh kan dalam  rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Sampel  
Metode pengumpulan data megunakan metode sampling, 
yang mana metode sampling yaitu metode dengan jalan mencatat 
sebagian kecil dari populasi atau dengan kata lain mencatat sampel 
saja.
22
 Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 12 
orang yaitu 1 orang dari bidang pemeliharaan jalan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 orang perangkat desa dan 
10 masyarakat pengguna jalan di desa Muara Gading Mas 
Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat 
pokok-pokok permasalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 
proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
23
 Menurut S 
Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi 
verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
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informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan 
berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
24
 
Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak 
berstruktur cara ini dipakai supaya lebih memudahkan dalam 
mencapai suatu tujuan.
25
 Wawancara dilakukan dengan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemerintah yang 
berwenang memperbaiki jalan dan masyarakat pengguna jalan di 
daerah jalan yang rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai.  
c. Observasi  
Observasi adalah pemilihan, pencatatan serangkaian prilaku 
dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai 
dengan tujuan-tujuan empiris.
26
 Maka dalam penelitian ini dibuat 
catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan 
implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan 
jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Seperti sejak 
kapan jalan tersebut rusak dan sudah berpakali diperbaiki. 
 
 
                                                             
24
  Muhammad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis,  62 
25
  Nasution, Metode Penelitian Riserch (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 115. 
26
Ibid, h. 114 
 
5. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen 
yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan 
notulen rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.
27
 Yang 
terkait dengan penelitian implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 
dalam perbaikan jalan rusakdi jalan Kuala desa Muara Gading Mas 
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
6. Metode Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan 
data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk 
mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. 
Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, 
tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian 
implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan 
jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
 




b. Sistematis data (systematizing) 
Sistematis adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang 
diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan 
data yang diperoleh dari implementasi peran Pemerintah Daerah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung 
Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara 
Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung 
Timur. 
7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian, yaitu implementasi peran Pemerintah 
Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara 
Gading Mas Kuala Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 
Lampung Timur dalam perspaktif Fiqh Siyasah yang akan didahului 
dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan 
mendeskripsiskan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan 
data-data tentang implementasi peran pemerintah daerah dalam 
perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas 
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 
peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi 
 
yang mempunya sifat umum. Metode ini digunakan untuk 
mengetengahkan data-data mengenai peran pemerintah terhadap  
perbaikan jalajan rusak. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang 
sifatnya khusus mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam 
perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas 




E. Pemerintah Daerah 
6. Pengertian Pemerintah Daerah 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk 
realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian 
dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia menganut 
asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2) 
pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.
28
 
Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat. 
Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur 
tentang pemeritah daerah  pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita 
kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah terfokus 
pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang 
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demokratis. Setelah mengalami beberapa perubahan lahirlah Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah hal-hal 
penting yang ada pada undang-undang ini adalah  kembalinya dominasi 
eksekutif dan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang 
bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi undang-undang tersebut.  
Undang-undang tersebut mengalami perubahan kembali menjadi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah dan 
kini undang-undang tersebut telah diubah lagi menjadi Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Dearah. 
Utrecht menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pengertian 
pemerintah yaitu Pertama, pemerintah sebagai gabungan dari semua 
badan kenegaraan atau kelengkapan negara yangberkuasa memerintah 
dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; kedua, 
pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraaan tertinggi yang 
berkuasa memerintah di dalam wilayah negara. Misalnya, presiden, 
raja, Badan Uni Sovyet, dan Yang Dipertuan Agungkan di Malaysia; 
ketiga, pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama 
dengan mentri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.
29
 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.
30
 Hubungan pemerintah daerah 
dengan DPR merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan 
kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga 
pemerintah daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, 
artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat 
kebijakan daerah berupa peraturan daerah. 
Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah, pemerintah 
bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang 
ini mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah 
otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 
tugas pemerintahan pusat di daerah. 
Menurut undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di 
daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, 
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7. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan 
pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah  sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta  
potensi dan keanekaragaman daerah. 
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata 
dan bertanggung jawab. 
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada 
daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi 
merupakan daerah otonomi daerah terbatas. 
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap tercermin hubungan yang serasi antara pusat dan 
daerah serta antardaerah. 
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah 
kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian 
pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau 
pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan 
perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan 
pertambangan, kawasan kawasan kehutanan, kawasan perkotaan 
 
baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan 
peraturan daerah otonom. 
f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 
fungsi badan legislatif daera, baik fungsi legislasi, fungsi 
pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan 
pemerintah derah. 
g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi 
dalam kedududkannya sebagai wilayah administrasi untuk 
melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang 
dilimpahkan pada gubernur sebgai wakil pemerintah. 
h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dikemungkinkan, tidak hanya 
dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan 
daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan 
prasaranan, serta sumber daya manusia dengan kewajiban 




Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah 
hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan dan 
kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang 
bersangkutan nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip 
otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian 
otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu: 
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a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara 
b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah 
diberikan 
c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa 
d. Terjaminanya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah 
e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.33 
Untuk mewujudkan semua prinsip-prinsip tersebut harus ada 
keserasian hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. 
8. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yan itu asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
34
 
a. Desentralisasi  
Desentrealisasi adalah memberikan wewenang dari 
pemerintah pusat kepemerintah daerah untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada 
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badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam 
daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
35 
Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberi wewenang 
dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur 
dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya 
sendiri.
36
 Demikian urusan wewenang dan tanggung jawab yang 
diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah baik itu 
mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya 
maupun dari segi-segi biayanya dan perangkat pelaksanana adalah 
daerah itu sendiri. 
b. Dekonsentrasi  
Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan penyerahan atau 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah,  atau 
kepala instansi vertikal tinggkat yang lebih tinggi kepada pejabat-
pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada pemerintah 
pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun biayanya 
tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
37
 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan 
pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di 
daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan 
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wewenang penguasa pada bawahannnya sendiri.
38
 Dekonsentrasi 
adalah semua kegiatan  penyerahan sebagiaan urusan pemerintah 
pusat kepada badan-badan lain atau merupakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu. 
c. Asas Tugas Pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas 
turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban 
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.
39
 
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah provinsi.
40
 Tujuan diberikannya tugas 
pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
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9. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah 
Penyelenggaraan otonomi daerah  mempunyai hak, yaitu :
 41
 
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah 
b. Memilih pemimpin daerah 
c. Mengelola aparatur daerah 
d. Mengelola kekayaan daerah 
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang ada di daerah. 
g. Mendapatkan sember-sumber pendapatan lain yang sah. 
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang pemerintah Daerah menerangkan bahwa penyelenggarakan 
otonomi, daerah mempunyai kewajiban:  
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. 
pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  e. ketenteraman, 
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.  
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. 
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tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  c. 
pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat 
dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i.    
perhubungan;  j.    komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha 
kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah 
raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan 
r. kearsipan.  
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. 
pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. 
perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
42
 
10. Kewenangan Pemerintah Daerah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang 
disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan, 
memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan 
lain.
43
 Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya hukum administrasi 
negara, pengertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut 
Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 
                                                             
42
Undang –UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat 1,2 
dan 3. 
43
 Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan 
Daerah Di Indonesia,(Makasar :  Pustaka Refleksi,  2010), h.3. 
 
formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-
undang atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
44
 
Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang 
dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, 
dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan 
hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi 
kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat 
atau institusi. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat 
pemerintahan mempunyai landasan hukum atau adanya asas legalitas. 
Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya 
memiiki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan 
undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-
undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. 
Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-




Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum.
46
 Pengertian kewenangan atau wewenang yang 
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berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan yang berkenaan. 
Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan 
DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan 
dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan prinsip kriteria urusan Pemerintahan  yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi adalah: 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 
kabupaten/kota; 
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
kabupaten/kota;   
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau  
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya 
lebih efisien  apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.  
Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:  
 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah 
kabupaten/kota;  
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 
kabupaten/kota;   
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau  
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya 




I. Infrastruktur Jalan 
1. Klasifikasi Jalan 
Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan 
jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum 
dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan umum 
dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. 
Jalan umum dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan terdiri 
atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder 
yaitu : 
a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan 
dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan 
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menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud 
pusat-pusat kegiatan.  
b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan 
dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
48
 
Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, 
jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yaitu:   
a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-
rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 
b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 
dibatasi. 
c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 
rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 
d. Jalan lingkungan merupakan jalan  umum yang berfungsi 
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, 
dan kecepatan rata-rata rendah.
49
 
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, 
jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yaitu : 
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a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam 
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota 
provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 
b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan 
jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 
ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan  
jalan strategis provinsi.  
c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 
primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 
kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan 
pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum 
dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, 
dan jalan strategis kabupaten.   
d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 
yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 
antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang 
berada di dalam kota.   
e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 
dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
50
 
Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, 
jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur 
                                                             
50
Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 Tentang  Jalan,  Pasal 9 ayat 2,3,4,5 dan 6. 
 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan 
spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas 
hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. 
2. Peran Jalan 
Peran jalan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai berikut  : 
a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 
penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, 
politik,  pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat 
nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.   
c. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan 
menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia
51
 
3. Tujuan Penyelenggaraan Jalan 
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan jalan; 
b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; 
c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam 
pemberian layanan kepada masyarakat;  
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d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak 
pada kepentingan masyarakat; 
e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil 
guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang 
terpadu;  
f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.52 
4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan Rusak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 12 angka (1) Urusan Pemerintahan Wajib 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) meliputi: 
a. pendidikan;  
b. kesehatan;  
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;  
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 
f. sosial.53 
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 15 
ayat(1) menerangkan bahwa wewenang pemerintah provinsi dalam 
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Dan  
ayat(2) menerangkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, 
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pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
54
 Pasal 16 ayat (1) 
menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten dalam 




Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang 
mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang mana 
kewenangan dalam perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Dinas 
Bina Marga dan Bina Konstruksi/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang.  Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan 
wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
56
 
Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggaran jalan sebagaimna 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 238  menerangkan bahwa (1) Pemerintah 
menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu 
Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) Pemerintah menyediakan 
alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
57
 
Kewajiban penyelenggaran jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam 
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pengguanaan jalan saja, melainkan termasuk pula dalam memperbaiki jalan 
rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi 
kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 




Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggaran fungsi : 
 a Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar 
pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  
 b Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam 
pengembangan prasarana dan sarana wilayah; 
 c Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air 
permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi 
dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan; 
 d Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan 
jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-
bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum; 
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 e Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta 
bangunan pelengkapnya, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya 
serta keciptakaryaan;  
 f Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi 
dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan 
serta bangunan; 
 g Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya 
air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaan;  
 h Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;  
 i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.59 
J. Fiqh  Siya>sah 
4. Pengertian Fiqh Siya>sah 
Secara bahasa pengertian fiqh adalah pemahaman yang 
mendalam. Imam al-Thirmizi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, 
menyebut fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai 
kepada kedalamnya. Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman 




Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 
sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara‟ 
sehingga diamalkan oleh umat Islam. 
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 Muhammad Iqbal, fiqh Siya>sah, (Jakarta : Prenadamedia, 2014),h.2-3.  
 
Kata siya>sah berasal dari kata asa berarti mengatur, mengurus 
dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. 
Pengertian siaya>sah secara bahasa mengisyaratkan bahwa tujuan 
siya>sah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 
61
 Disamping itu 
siya>sah juga berarti politik, dan penetapan suatu bentuk kebijakan.  
Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 
siya>sah adalah pengeturan perundang-undangan yang diciptakan 




Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa  fiqh 
Siya>sah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan  bagi manusia itu sendiri. 
Dalam fiqh siya>sah ulama menggali hukum-hukum Islam. 
Fiqh siya>sah  adalah mempelajari segala sebab musabab, segala 
masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara 
dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi 
peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan 
dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.
63
 
Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siya>sah antara 
lain  membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana 






 J Sayuthi Pulung, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h.29. 
 
kekuasanan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan 
kekuasaan  yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana 
kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. 
5. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 
Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash 
Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siya>sah menjadi delapan 
bidang, yaitu: 
a. Siya>sah Dustu>riyyah Syarʻiyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan) 
b. Siya>sah Tasyri>ʻiyyah Syar ʻiyyah (Politik Hukum) 
c. Siya>sah Qad}a> ʻyyah Syar ʻiyyah (Politik Peradilan) 
d. Siya>sah Ma>liyyah Syar ʻiyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 
e. Siya>sah  Ida>riyyah  Syar ʻiyyah (Politik Administrasi Negara) 
f. Siya>sah Dawliyyah Syarʻiyyah (Politik Hubungan Internasional) 
g. Siya>sah Tanfi>z}iyyah Syarʻiyyah (Politik Pelaksanaan 
Perundang-Undangan) 
h. Siya>sah H>{arbiyyah Syarʻiyyah (Politik Peperangan)64 
Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siya>sah dapat 
disederhanakan menjadi pertama, politik perundang-undangan 
(siya>sah dustu>riyyah). Bagian ini meliputi kajiantentang penetapan 
hukum (tasyri>ʻiyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qad}a>ʻyyah) 
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oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (ida>riyyah) 
oleh birokrasi atau eksekutif. 
Kedua, politik luar negeri (siya>sah dawliyyah). Bagian ini 
mencakup hubungan keperdataan antara negara yang muslim dengan 
warga negara non-muslim yang berbeda kebangasaan atau disebut juga 
hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara 
muslim dan negara non-muslim atau disebut juga hubungan 
internasional. 
Ketiga, politik keuangan dan moneter (siya>sah ma>liyyah) 
antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 
pengeluaran dan belanja negara, perdaganangan internasional dan 
kepentingan/hak-hak publik dan perbankan.
65
 Objek bahasan fiqh 
siya>sah secara garis besar adalah: a) peraturan dan perundang-
undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dan mewujudkan 
kemaslahatan umat; b) pengorganisasian dan pengaturan untuk 
mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa 
dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha 
mencapai tujuan negara. 
66
 
Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fiqh 
siya>sah atas beberapa bagian: 
g. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi‟i dan negarawan pada 
masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-Sult}aniyyah 




J Sayuthi Pulung, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h. 31. 
 
mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih siya>sah mencakup 
lima bagian, yakni politik perundang–undangan (siya>sah 
dustu>riyyah), politik moneter (siya>sah ma>liyyah), politik 
peradilan (siya>sah qad}a>ʻiyyah), politik peperangan (siya>sah 
h}arbiyyah), dan politik administrsasi (siya>sah ida>riyyah).   
h. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya membagi fiqh siya>sah 
atas tiga bagian yakni politik administrasi, politik moneter, dan 
politik luar negeri. 
i. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas 
delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan 
syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, 
pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.
67
 
Dalam kajian fiqh siya>sah pembagian kekuasaan terbagi menjadi 
tiga yaitu pertama, al-sult}ah al-tasyri>ʻiyyah (legislatif) yaitu 
kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetakan hukum. 
Kedua, al-sult}ah al-tanfi>z}iyyah (eksekutif) yaitu kekuasaan 
pemerintah Islam dalam pelaksana ketetapan hukum. Ketiga, al-sult}ah 
al-qad}a>ʻiyyah (yudikatif) yaitu kekuasaaan pemerintah Islam dalam 
pengawasan ketetapan hukum. 
6. Prinsip-prinsip Siya>sah 
a. Prinsip Dari Al-Quran68 
1) Kedudukan Manusia diatas Bumi 
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                   … 
Artinya :“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 




2) Prinsip Manusia sebagai yang Satu 
       .... 
Artinya: “ manusia itu adalah umat yang satu.” (QS. Al-
Baqarah [2] : 213)
70
. Bahwa manusia dari zaman nabi Adam 
sampai zaman nabi Nuh beriman kepada Allah, kemudian 
mereka mulai berselisih. Maka Allah mengutus para Nabi 
untuk memberi petunjuk bagi manusia, agar mereka dapat 
memberi keputusan pada apa yng diperselisihkan manusia. 
manusia itu adalah satu umat yang bersepakat atas jalan yang 
benar, yaitu keimanan kepada Allah. 
 
3) Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan 
  اللَه                   
             
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 




4) Prinsip Kepemimpinan 
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       اللَه           
      
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-
Nisa>‟ [4] : 59).
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5) Prinsip Musyawarah 
                   
            
Artinya:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 




6) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan 
                       اللَه 
        
Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat.”(QS.Al-Hujura>t [49] : 10). 
 
7) Prinsip Persamaan 




Ibid. h. 487. 
 
                 
                   َ
 اللَه           اللَه    
     
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya 
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 





8) Prinsip Hidup Bertetangga/Hubungan Antar-Negara 
Bertetangga 
   اللَه                
                
     … 
Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat 
baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga 










9) Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah 
                   
   ... 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-




10) Prinsip Perdamaian dan Peperangan/Hubungan Internasional 
                    اللَه      
      
 
Artinya:”Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka 
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. 




       اللَه            
  اللَه     
 
Artiny: “ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang 
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, 
karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 




11) Prinsip Ekonomi dan Perdagangan 








    اللَه         … 
Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 




12) Prinsip Administrasi dalam Perikatan/Muamalah 
                    
                        
  اللَه    .... 
Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”(QS. Al-




13) Prinsip Membela Negara 
                 
        َاللَهوَه      
   
Artinya: “jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya 
Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya 
(kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat 




Ibid. h. 49. 
 
memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha 




14) Prinsip Hak Untuk Hidup 
                      
                  
           
Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan 
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah 
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra>‟ [17]: 33) 
15) Prinsip Amal Makruf dan Nahi Munkar 
                  
               للَه   … 
 
Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. 




16) Prinsip dalam menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu 
Urusan 






             َ
  
Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya".(QS. Al- Qhasash [28]: 26).
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b. Prinsip Dari Hadis 
1) Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin 
َرَهَةهَرهَي َرَهىَهَهبهَاهَوَهَدَ ي َعَهىَسَهبهَاهََنَ عَهوَه ىه َاقهََامَههَهنَ عَهَاللَهضه َا:َقَهله له
َاللَه له مهمَرهسهو  سه مهي ههَوه َاللهَعه له َرَهفَهسَهىَفهََةَ ثَهلهَثهََجَهرهَخَهَذااهََ:صه
َمَ هَهدَهحَهاهََوارَ مَ ؤَهيهَم َفَه  
 
Dari Abu Sa‟id dan Abu Hurairah ra., berkata : Rasulullah 
saw, bersabda : “Apabila ada tiga orang bepergian hendaklah 
mereka memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi 




2) Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin 
، َرهاع  َ:َكهمَّكهم  َالنَّبهيُّ َ:َقهاله َقهاله َعهمهره َاب نه كهمُّكهمَ َعهنه لَ َوه ؤهو  ََمهس  عهن 
َ مهىَأهه مهههَوهههوه َعه لهَرهاع  ل ،َوهالرَّجه َمهس ؤهو  َوهههوه َرهاع  ي ره ،َفهاألهمه يَّتههه رهعه
ل ،َوهال يهة َمهسؤهو  رهاعه كهمُّكهم َمهر أهةَه لهة ،َأهالَوه ؤهو  َمهس  هيه ههاَوه و جه َزه مهىَبهي ته عه
ل َعهنَ  ؤهو  َمهس  كهمُّكهم  ،َوه يَّتههَهَرهاع  رهعه  
 
Dari Ibnu „Umar, ia berkata, “ Nabi saw bersabda,  „setiap 
kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab 
atas kepemimpinannya. Pemimpin Negara adalah pemimpin, 
dan dia bertanggung jawab. Orang laki-laki adalah pemimpin 
atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab. Dan, orang 
wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan 
bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah 
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3) Prinsip Ketaatan 
َاهبَهعَه ي رهةهَن  سََّعَهيَههره مهي ههَوه مهىَاللَعه َالنَّبهي َصه َن  َمهن  مهمَقهاله
مهنَ اأهطَهَيَفهقهدَ نَهعَهاأهطَه ىَاللهَوه نهيَفهقهد َعهصه َيهع صه مهن  ََعهَاللهَوه عه يهطه
يرَه همه َاأل  َيهع صه مهن  نهيَوه َأهطهاعه َفهقهد  يره همه انهيَاأل  فهقهد َعهصه  
 
Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, Bahwa beliau 
bersabda, “Siapa saja yang taat padaku, maka sungguh ia taat 
kepada Allah, siapa saja yang durhaka kepadaku, maka 
sungguh ia durhaka kepada Allah, siapa saja yang patuh 
kepada penguasa yang aku tunjuk, maka sungguh ia patuh 
kepadaku, dan siapa saja yang durhaka kepada penguasa yang 





K. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan terdahulu merupakan referensi sebagai tolak ukur dan acuan 
untuk melakukan peneitian ini. Penelitian terdahulu membantu untuk 
mempermudah penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis 
untuk menyususn penelitian ini dari segi teori maupun konsep. Perbedaan 
penelitian yang dilakukan ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak 
pada permasalahannya. Dalam penelitian ini bagaimana implementasi dari 
peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak. Sedangkan dalam dua 
penelitian lain yaitu : 
1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Wahyu Supriyanto 
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Penelitian yang dilakukanoleh Wahyu Supriyanto berjudul 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur 
Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur  Kabupaten Bogor Tahun 2012. 
Menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan 
infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor 




Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di 
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun 2012 mengalami 
keterlambatan dalam pengalokasian dana anggaran. Sehingga, 
kebijakan  pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan 
kenyataan dilapangan. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya 
keterlambatan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah kepada 
Kecamataan Gunung Sindur. Adanya indikasi yang mengisyaratkan 
politik anggaran yang dilakukan oknum ataupun elit politik dilembaga 
eksekutif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Wahyo 
Supriyanto adalah objeknya yaitu jalan, sedangkan perbedaannya 
yaitu tentang pembangunan jalan. Penelitian yang dilakukan Wahyono 
Supriyanto yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan 
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infrastruktur jalan, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu peran 
pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak. 
2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Ade Yute Prasetyo 
Penelitian yang dilakukan oleh Ade Yute Prasetyo berjudul 
analisis dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan 
lingkungan di jalan Raya Gampeng, Kediri Jawa Timur. Menjelaskan 
bahwa dampak yang timbul terhadap pengguna jalan akibat kerusakan 
jalan di Kediri, Jawa Timur. Hal ini tentu berpengaruh negatif bagi 
pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Setelah mengetahui dampak 
yang ditimbulkan dari kerusakan jalan tersebut, lalu perlu dilakukan 
perencanaan perkuatan jalan lama agar dapat mengurangi dampak dari 
kerusakan jalan yang terjadi.
88
 
Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan 
jalan yang tentu berpengaruh negatif bagi pengguna jalan dan 
lingkungan disekitar. Maka diperlukan perencanaan perkuatan jalan 
lama agar dapat mengurangi dampak yang timbul dari kerusakan 
jalan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Ade Yute 
Prasetyo adalah objeknya yaitu jalan rusak, sedangkan perbedaannya 
yaitu tentang dampak jalan rusak. Penelitian yang dilakukan Ade Yute 
Prasetyo yaitu dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan 
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lingkungan di jalan raya gampeng, sedangkan penelitian yang penulis 
teliti yaitu peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak. 
Kelebihan dalam skripsi ini dari dua krispsi diatas yaitu lebih 
menekan pada peran pemerintah dalam melakukakan atau perbaikan 
jalan rusak. Perhatian pemerintah terhadap jalan rusak yang sudah 
lama tidak diperbaiki dan jalan yang berada dipinggir kabupaten.
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